RANGKUMAN PTS PKN T.A. 2022/2023 tim catatan
BAB 1: Penerapan Pancasila — Hari Kesaktian Pancasila : 1 Oktober
Masa Politisi/Orde Lama (1945-1966)
- Pembangunan nasional:
- Pembentukan KNIP (Tugasnya mirip dengan MPR sekarang)
(KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT)
- Membuat kebijakan yang tidak sesuai UUD 1945 (mengganti sistem
pemerintahan menjadi parlementer)
- Mengubah konstitusi UUD 1945 — RIS — 1950 — 1945
- Menjadikan Soekarno presiden se umur hidup
- Mendukung pendirian PKI
Harapan di masa pemerintahan Soekarno:
- Pembangunan karakter:
- Menerapkan demokrasi liberal dengan prinsip liberal
- Menerapkan prinsip nasakom (nasionalisme, agama, komunis)
dibawah Dekret Presiden 5 Juli 1959
Peristiwa di masa pemerintahan soekarno:
gerakan yang ingin menggantikan ideologi pancasila: PKI (Partai Komunis
Indonesia) — G30S PKI

Masa Ekonomi/Orde Baru (1966-1998)
Harapan:
a) Indonesia menggunakan demokrasi pancasila
b) Munculnya tritura : 1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur
3. Turunkan harga [ perbaikan ekonomi
c) Pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila
Dinamika (Masalah) :
a) Praktik sentralistik : pembangunan hanya di pulau jawa
b) Demokrasi dibatasi
c) Pers terkekang
d) KKN : korupsi, kolusi, nepotisme

Pengamalan Masa Reposisi
Tidak bisa diubah: 5 Nilai Dasar Pancasila
1. Ketuhanan 2.Kemanusiaan 3.Persatuan 4. Kerakyatan 5.Keadilan



bisa diubah: Instrumental = bentuk aturan, Praksis : dilakukan langsung

BAB 2 : PEMBUKAAN UUD 1945

Makna alinea pembukaan uud 1945 :

Pembukaan uud 1945 : pokok kaidah fundamental, sehingga tidak dapat diubah.

1. Alinea pertama : kemerdekaan ialah hak segala bangsa
Isi : hak kodrat segala banga yaitu hak kemerdekaan. Tidak hanya berlaku
untuk bangsa indonesia.

2. Alinea kedua : perjuangan pergergerakan kemerdekaan indonesia
Isi: Cita -cita nasional — perjuangan bangsa indonesia dalam mencapai
kemerdekaan dengan cara membangun negara indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil & makmur.

3. Alinea ketiga : berkat tuhan yang maha esa dan dorongan keinginan luhur.
Isi : terdapat 2 motivasi dasar untuk mencapai kemerdekaan
a. percaya bahwa kemerdekaan sepenuhnya terjadi karena tuhan
yme
b. Keinginan luhur bangsa indonesia untuk menjadikan negara
merdeka

4. Alinea keempat: membentuk suatu_pemerintahan negara indonesia

Isi : pembentukan & penyelenggaraan negara indonesia
a. Tujuan negara:
- Melindungi negara & seluruh tumpah darah indonesia
- memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- lkut melaksanakan ketertiban dunia
b. UUD: kemerdekaan diatur di UUD NRI 1945 pada 18.08.1945 oleh ppki
c. Bentuk negara:
- Susunan negara : negara indonesia yang berkedaulatan
rakyat
- Bentuk: negara kesatuan
- Pemerintahan : republik, berdasarkan kedaulatan rakyat



Pokok Pikiran

1.

Pokok pikiran 1: negara persatuan — negara indonesia didirikan
berdasarkan nilai nilai persatuan

Pokok pikiran 2 : negara hendak mewujudkan keadilan sosial — setiap
warga negara berhak berpartisi & menikmati dim pembangunan dalam
segala bidang

Pokok pikiran 3 : negara berkedaulatan rakyat — rakyat yang memiliki
kekuatan tertinggi

Pokok pikiran 4 : negara berdasarkan ketuhanan YME — negara indonesia
mengakui & meyakini kehadiran tuhan YME & memperlakukan warganya
secara adil

Arti penting pembukaan UUD 1945

1.

Bagi NKRI : Pembukaan pada hakikatnya adalah pancasila. Pembukaan
uud tidak dapat diganti maka dari itu mengubah uud — membubarkan
NKRI
Bagi penyelenggaraan negara :
9 PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA :

1. Ketuhanan YME

2. Cita hukum & the rule of law (berdasarkan hukum)

3. Paham kedaulatan rakyat — Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 & demokrasi

4. Demokrasi langsung & perwakilan

5. Pemisahan kekuasaan & prinsip check and balance (saling
mengawasi)

6. Sistem presindensil

7. Persatuan & keragaman

8. Paham demokrasi ekonomi & ekonomi pasar sosial

9. cita - cita masyarakat madani (masih yang mampu

menyeimbangkan kebebasan individu dengan keseimbangan
rakyat)
Bagi warga negara :
Warga negara yang sejahtera lahir batin, terjamin hak asasinya
Bagi pergaulan bangsa indonesia di dunia internasional :
Menjadi dasar negara dalam mengembangkan hubungan kerja sama
dengan negara lain, prinsip saling menghormati antarbangsa.



Pengamalan [ Contoh dari::
e Kedaulatan rakyat =
- Demokrasi langsung : pemilu LUBER (Langsung, Umum, Bebas,
Rahasia) & JURDIL (Jujur & adil)
- Demokrasi perwakilan : DPR
e Persatuan Keberagaman : menghargai perbedaan suku bangsa, ras,
agama
e Rule of law : adanya aturan seperti Undang-Undang
e Prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan YME : ha ri libur keagamaan

BAB 3 : KEDAULATAN
Pengertian kekuasaan tertinggi atas pemerintahan (tertinggi) negara

Jenis kedaulatan

1. Kedaulatan kedalam:
Kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam
negara.
Contoh: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemilu, Menetapkan peraturan di
dalam negara

2. Kedaulatan keluar:
Kekuasaan negara mengadakan hubungan kerjasama dengan negara
lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
Contoh: PBB, KAA, Asean

4 sifat dasar kedaulatan

—_—

Permanen : akan tetap ada selama negara itu masih berdiri
Asli: kedaulatan murni & tidak berdasar dari kekuasaan yang lebih tinggi
Bulat: Satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara

&N

Tidak terbatas: Sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi



Teori Kedaulatan
(menyelesaikan masalah tentang “siapa” yang memegang kekuasaan
pemerintah di suatu negara)
. Teori kedaulatan tuhan: penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari
tuhan. (Perwakilan tuhan, nabi)
2. Teori kedaulatan raja: kedaulatan ada di tangan raja, penjelmaan
kehendak tuhan. (Contoh negara: Brunei Darussalam, Thailcmd)
3. Teori kedaulatan negara: Kedaulatan di tangan negara, memiliki
kekuasaan tidak terbatas, negara yang menciptakan hukum, pemerintah
4. Teori kedaulatan hukum: kekuasaan hukum adalah kekuasaan tertinggi di
dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku.
1. Hugo Krabe — teori negara hukum
2. Immanuel Kant — teori negara hukum = sempit (penjaga malam) &
luas (kesejahteraan)
3. Leon Duguit

5. Teori kedaulatan rakyat: rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
1. JJ. Rousseau - teori kontrak sosial
2. John Locke - teori perjanjian masyarakat yang membentuk negara
3. Montesquie — teori trias politika (legislatif, eksekutif, yudikatif)



